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MOTTO 
                          
    
 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 280) 
 
                       
            
 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan   
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
(Al-Maidah: 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
x 
 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
xi 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2.                 لىح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
.أي..  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xii 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
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No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3.  ّىناءى  An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ام ولىسزلاإ دحم  Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
NOOR HAFIZA BINTI SYARIFUDIN, NIM: 142111072 “KAJIAN AL-
URF TERHADAP PRAKTIK BUNGA HUTANG PIUTANG DI DESA 
WATOHARI KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATN FLORES 
TIMUR” 
Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dan berinteraksi 
antara satu dan yang lainnya.Muamalah adalah semua urusan hukum syariat yang 
bersangkutan dengan unsur duniawi antar manusia, seperti jual beli, hutang 
piutang dan lain sebagainya.Praktik bunga hutang piutang sudah menjadi 
kebiasaan warga Desa Watohari Kec.Solor Timur Kab. Flores Timur. Praktik 
hutang piutang di desa Watohari adalah nominal yang dipinjam tidak sama dengan 
nominal saat melunasinya,karena ada penambahan uang pada saat 
melunasinya.Tradisi praktik hutang piutang di desa Watohari ini sudah termasuk 
urf .hutang piutang ini merupakan urf fasid karena bertentangan dengan hukum 
Islam,  
Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui persepsi masyarakat 
terhadap praktek bunga hutang piutang di Desa Watohari, Kecamatan Solor 
Timur, Kabupaten Flores Timur dan menjelaskan analisis al urf terhadappraktek 
bunga hutang piutang di Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten 
Flores Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di Desa 
Watohari.Data penelitian di himpun melalui wawancara kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun pola pikirnya adalah 
pola pikir Induktif yaitu penulis menggambarkan fenomena yang ditemukan 
dilapangan, kemudian dianalisis dengan teori „urf  untuk ditarik kesimpulan.  
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan masyarakat Desa Watohari 
Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur hendaknya melakukan praktik 
bunga hutang piutang hanya ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika 
masih ada cara lain yang bisa dilakukan, maka sebaiknya tidak melakukan hutang 
piutang tersebut. Dalam bermuamalah hendaknya mereka berpedoman pada 
aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur‟an dan hadits. 
 
 Kata kunci: Qardh, „Urf , Riba.  
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ABSTRAK 
NOOR HAFIZA BINTI SYARIFUDIN, NIM: 142111072 “KAJIAN AL-
URF TERHADAP PRAKTIK BUNGA HUTANG PIUTANG DI DESA 
WATOHARI KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATN FLORES 
TIMUR” 
Humans as social beings in fulfilling their life needs, both materially and 
spiritually, always relate and interact between one another, actions in relation to 
others are called muamalat. Muamalah is all the affairs of Shari'a law which are 
linked to worldly elements between people, such as buying and selling, debt and 
so forth. Not everyone gets a living space in the economy. The practice of interest 
on accounts payable has become a habit of Watohari village residents. Solor 
Timur Kab.East Flores. For people who are economically weak, these efforts have 
to be done by indebted to people who are considered capable in Watohari village.  
The tradition of the practice of accounts payable in the village of Watohari 
has included urf. This debt payable is urf fasid because it is contrary to Islamic 
law, but the debt payable includes emergency needs, so the urf is recognized as 
one of the arguments that can be used as a consideration in determining shara 
'law. 
This research is a field research in Watohari Village. Research data collected 
through interviews were then analyzed using descriptive analysis methods. The 
mindset is the Inductive mindset that the writer describes the phenomena found in 
the field, then analyzed by 'urf theory to draw conclusions. 
From the explanation above, it can be concluded that the Watohari villagers 
in Solor Timur Subdistrict, East Flores District, should practice the interest on 
accounts payable only when in an emergency situation. If there are other ways 
that can be done, then it is better not to carry out the debt payable. In 
bermuamalah they should be guided by the rules that already exist in the Qur'an 
and hadith. 
 
Key Word : Qardh, „Urf , Usury. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur 
seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materil maupun spritual, selalu 
berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan 
dengan orang lain sering terjadi interaksi, kapanpun dan dimanapun harus 
senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam 
perkara yang bersifat duniawi sebab segala  aktivitas manusia akan dimintai 
pertanggung jawabannya kelak di akhirat.
1
 
Dalam kehidupan masyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik 
primer, sekunder maupun tersiser. Untuk memperoleh semua itu manusia 
bekerja sama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah 
seharusnya yang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu 
yanh tidak mampu.  
Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling 
melengkapi bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan 
diri sendiri, melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan 
hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang 
untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya 
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Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.15. 
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adalah memberikannya pinjaman atau hutang piutang (qardh) sedekah 
maupun dengan zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah di atur dalam 
hukum Islam. 
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengaharapkan imbalan.
2
 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
qardh adalah pnyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah 
dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
3
 
Secara umum hutang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang 
dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang 
adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat 
masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu 
transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi 
ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang 
mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum 
terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak  lain setelah diketahui 
aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau 
lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.
4
 
Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) 
yang mengandung nilai ta‟awun (tolong menolong). Dengan demikian hutang 
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Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm. 131.   
3
Pasal 20 Ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.   
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piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam 
juga mendapatkan porsi tersendiri. Hutang piutang juga memiliki nilai luar 
biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu 
secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, 
maka tujuan hutang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur 
komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.
5
 
 
                      
               
 
  Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya
6
 
 
Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 
dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 
objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang 
diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya.
7
 
Perjanjian pinjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (BW) pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi: 
Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
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Abdul Aziz Ramdhansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”Jurnal Bisnis, 
Vol. 4 Nomor 1, 2016, hlm. 125. 
6
 Masjupri, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 283. 
7
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 
Anggota IKAPI, 2004), hlm. 65. 
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barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 
dari macam dan keadaan yang sama pula.
8
 
 
Al-Qur'an mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, bagaimana 
kita memperoleh materi, jelas kita harus bertransaksi dengan orang lain, 
misalnya melakukan hutang-piutang, dalam al-Qur‟an jelas memberikan 
rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba, karena transaksi jika disertai 
dengan bunga hutang maka salah satu pihak dirugikan dan itu tidak sesuai 
dengan aturan ajaran Islam. 
                      
                  
       
 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya).(Al-Qur‟an Surat Ar-Rum: 39). 
 
    Desa Watohari dengan keadaan tanah pada umumnya berbukit dengan 
ketinggian kurang Lebih 750 meter dari permukaan laut. Selain berbukit ,juga 
batu bertanah dengan luas daratannya sangat sedikit. Kondisi iklim dengan 
curah hujan rata-rata 500-1000 mm, dengan jumlah hujanpertahunnya kurang 
lebih 3 (tiga) bulan, dengan suhu rata –rata 35 derajat Celcius. 
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 R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi ce. 
Ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.  
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Kondisi perkembangan penduduk Desa Watohari sampai Desember 2015 
dengan jumlah jiwa 780 jiwa yang terdiri dari laki - laki 366 jiwa dan 
perempuan 414 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 193 kk terdiri dari 
kepala keluarga laki - laki  154 dan kepala keluarga perempuan 
39.penyebaran penduduk antara  satu dusun dengan dusun lainya tidak merata 
dengan tingkat jumlah penduduk terbanyak berada pada dusun I dan II  yang 
meliputi empat (4) RT, sedangkan  dusun III dan IV masing - masing terdapat 
hanya  tiga (3) RT. penduduk usia produktif  atau usia kerja mencapai 50 % 
dari jumlah penduduk yang ada  dengan angkatan kerja umumnya pada sektor 
pertanian (ladang) dan juga Merantau  ke Kabupaten, Propinsi yang lain atau 
negara - negara tetangga.
9
 
Mayoritas Masyarakat Desa Watohari bekerja sebagai petani. Masyarakat 
yang bekerja sebagai petani sangat bergantung dengan hasil panen dari kebun 
mereka. Hasil panen saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
mereka. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi 
kebutuhan itu. Salah satunya yang sering mereka lakukan adalah hutang 
piutang. Masyarakat Desa Watohari sebagian besar tergolong dalam kurang 
mampu dan sebagian kecil tergolong mampu. Dengan begitu bagi masyarakat 
yang Kurang mampu berhutang kepada yang mampu. Dan uang yang mereka 
pinjamkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya pendidikan anak dan 
biaya berobat dan yang lainnya.
10
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Data Profil Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 
2017  
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Ibid.,  
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Masyarakat Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores 
Timur telah melakukan praktik hutang piutang berlangsung sejak lama, 
mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu 
sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang piutang di sini 
merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang piutang 
ini mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. 
Seperti biasanya warga yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur 
(pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Kreditur 
memberikan uang kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang 
diinginkan peminjam. Namun dalam praktik kali ini kreditur memberikan 
persyaratan yang telah disepakati seperti adanya tambahan dalam 
pengembalian hutang.
11
 
Dalam praktik hutang piutang ini kreditur (pemberi pinjaman) 
memberikan pinjaman dengan persyaratan bahwa ada tambahan di saat 
pengembalian hutang dalam jangka pendek atau jangka panjang tetap harus 
mengembalikannya sesuai yang telah disepakati. Tambahan hutang piutang 
seperti ini bukan hal yang baru di desa Watohari. Tambahan hutang piutang 
ini sudah di kenal oleh masyarakat desa Watohari karena  tambahan hutang 
piutang berlangsung sejak lama atau sudah menjadi tradisi (urf). Jadi 
masyarakat yang mau meminjam uang pun sudah tahu persyaratannya. 
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Abdullah,  Sebagai Masyarakat  Desa Watohari, Wawancara Pribadi,Tanggal 4 
Juli 2018, Jam 09.30-10.00 WITA.  
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Walaupun begitu mereka tetap saja berhutang, karena menurut masyarakat itu 
adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.
12
 
Adapun hasil pinjaman kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
yang bersifat konsumtif, dimana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup seperti biaya anak sekolah dan berobat. Praktek hutang piutang dengan 
tambahan yang dilakukan di Desa Watohari sudah menjadi urf  (kebiasaan). 
Urf adalah sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan 
kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Sebagian ulama ushul fiqh, „urf  disebut adat kebiasaan.13 
Di Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, 
hanya ada satu Bank yaitu Bank BRI lokasinya tepat di Kecamatan. Di Desa 
Watohari  belum  ada lembaga keuangan syariah ataupun BMT. Jadi 
masyarakat disana lebih memilih meminjam uang di Desa atau kepada orang 
yang lebih mampu di Desa. Menurut Abdullah meminjam uang di Bank itu 
susah, karena banyak persyaratannya dan harus ada surat jaminan. Hal ini 
yang enggan membuat sebagian besar masyarakat meminjam uang di Bank.
14
 
Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian lebih mendalam dengan judul: “KAJIAN AL-URFTERHADAP 
PRAKTEK BUNGA HUTANG PIUTANG DI DESA WATOHARI KEC. 
SOLOR TIMUR KAB. FLORES TIMUR”. 
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Abdullah,  Sebagai Masyarakat  Desa Watohari, Wawancara Pribadi,Tanggal 4 
Juli 2018, Jam 09.30-10.00 WITA. 
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 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 82 . 
14
 Abdullah,  Sebagai Masyarakat  Desa Watohari, Wawancara Pribadi,Tanggal 4 
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B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok 
permasalahan yang dapat diangkat sebagai berikut:  
1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Watohari, Kecamatan Solor 
Timur, Kabupaten Flores Timur terhadap praktek bunga hutang 
piutang ? 
2. Bagaimana analisis al urf terhadap praktek bunga hutang piutang di 
Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktek bunga 
hutang piutang di Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten 
Flores Timur. 
2. Menjelaskan analisis al urf terhadappraktek bunga hutang piutang di 
Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka 
memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang 
berkaitan dengan pemberian pinjaman atau hutang piutang.  
2. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan 
memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang 
terkait khususnya masyarakat di Desa Watohari, Kecamatan Solor 
Timur, Kabupaten Flores Timur. 
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E. Telaah Pustaka  
Penelitian mengenai kajian al urf  terhadap praktek bunga hutang piutang 
bukan merupakan hal pertama, karena sudah ada beberapa orang yang 
menelitinya. Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-
skripsi sebelumnya diantaranya yaitu:  
Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang 
Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, 
oleh Ariska Dewi Nofitasari NIM 12380009 tahun 2016. Mahasiswa Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Skripsi ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikan 
hutang uang dibayar gabah, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa 
Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hutang piutang 
erupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, namun jika 
mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian hutang itu tidak 
dipebolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip 
hukum Islam. Cukup unik dalam praktik yang dilakukan masyarakat tersebut 
yaitu terjadinya konversi antara peminjaman dengan pengembalian hutang. 
Dengan ketentuan hutang tersebut harus dikembalikan berupa gabah dan 
dihargai lebih rendah dari harga pasaran dengan nilai rendah tersebut 
disesuaikan tempo hutang. Penelitian ini menunjukanbahwa, pertama praktik 
hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah 
menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat qardh. 
Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan 
10 
 
 
syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, 
dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipoton 
berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam Hukum Islam karena terdapat 
unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya 
tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas 
hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena 
tambahan tersebut termasuk riba nasi‟ah. Jika tambahan atas hutang produktif 
diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama 
mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan 
untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong menolong 
lagi sebagaimana sifat dasar qardh konsumtiif, karena kedua belah pihak akan 
saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain.
15
 
Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang 
Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala 
Timur Kabupaten Tulang Bawang), oleh Amelia Andriyani NPM. 
1321030168 tahun 2017. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Praktek hutang piutang 
bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. 
Menggala Timur. Bagi warga masyarakat ekonomi  lemah/miskin upaya 
tersebut terpaksa dipenuhi demi memnuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha 
dengan cara pinjam / berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus 
memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan 
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 Ariska Dewi Nofitasri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakik Hutang Piutang Di Desa 
Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Diterbitkan, Jurusan Muamalat 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.  
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adanya jawaban yang tegas dan jelas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya 
Menggala Timur melbatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi 
hutang dan debitur (orang yang berhutang). Berdasarkan tokoh agama dan 
masyarakat mengatakan bahwa hutang piutang bersyarat yang dilakukan di 
Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timuur tidak bertentaangan dengan hukum 
Islam. Karena hutang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) 
yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, hutang 
piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat 
Desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya.
16
 
Judul skripsi “Analisis Terhadap Praktik Akad Qard Di Kantin Kejujuran 
Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “Sobo Guno” Ponorogo” (Tinjauan „Urf Dan 
Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik), oleh Havizah Nur Azizah NIM 
210213285 tahun 2017. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam 
Negeri Ponorogo. Akad qard kerap sekali dilakukan oleh masyarakat pada 
umumnya. Dikantin kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “sobo guno” 
Ponorogo terdapat praktik akad qardh yang berbeda dengan masyarakat 
lainnya, saat pembentukan akad qardh  berlangsung, kedua belah pihak yang 
bertransaksi tidak bertemu dalam satu majelis. Sehingga dalam hal ini tidak 
diketahhui letak ijab qabul serta kerelaan dari pihak pemberi hutang. Praktik 
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diterbitkan,  Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 
2017.  
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akad qardh dengan sistem semacam itu telah menjadi kebiasaan dan 
dilakukan mayoritas dari masyarakat Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “Sobo 
Guno”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan praktik akad qardh di kantin 
kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “Sobo Guno” ponorogo sudah 
menjadi kebiasaan dalam hal perbuatan sehingga termasuk pada al-urf al-
„amali  dan tidak melanggar hukum Islam (fikih). Ijab Kabul transaksi hutang 
piutang di Kantin Kejujuran terjadi dengan sebuah tindakan yaitu dengan 
adanya kerelaan dari pihak pengelola ditandai dengan adanya pengumuman 
diperbolehkannya hutang piutang serta menyediakan barang dagangan yang 
digunakan sebagai obyek hutang piutang secara terus menerus sekaligus 
sebagai wakil dari pihak pengelola kantin dalam pembentukan akad qardh. 
Faktor terjadinya akad qardh di antaranya sebagai berikut: pertama faktor 
ketidakmampuan pihak pengelola melibatkan diri dalam pembentukan akad, 
kedua faktor kebiasaan, ketiga faktor melatih akhlak santri, dari semua faktor 
tersebut dipengaruhi oleh adanya imitasi untuk mematuhi kaidah yang 
berlaku.
17
 
Setelah peneliti telaah dari ketiga judul skripsi diatas sama-sama 
mengambil tema tentang hutang piutang yang ditinjau dalam hukum Islam, 
akan tetapi dari ketiga judul di atas ada yang membahas tentang kajian al urf. 
Walaupun begitu ada perbedaan dari skripsi ini yaitu peneliti hanya mengkaji 
al-urf tetapi skripsi yang di atas membahas analisis urf dan pendekatan teori 
                                                          
17
Havizah Nur Azizah, “Analisis Terhadap Praktik Akad Qard Di Kantin Kejujuran 
Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “Sobo Guno” Ponorogo” (Tinjauan „Urf Dan Pendekatan Teori 
Interaksionisme Simbolik)”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 
2017.  
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interaksionisme simbolik. ketiga judul diatas membahas hukum Islam dan al-
urf . Disini peneliti tertarik untuk meneliti kajian al urf terhadap praktek 
bunga hutang piutang karena sangat berkaitan dengan masyarakat setempat 
yang sudah menjadi tradisi melakukan bunga hutang piutang.  
F. Kerangka Teori 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 
dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 
memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam 
masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu 
sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 
hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 
hubungannya dengan orang-orang  lain disebut muamalat.
18
 
Manusia dalam mengarungi tidak boleh melanggar dengan aturan-aturan 
yang  sudah ada dalam nash Al-Qur‟an maupun as-Sunnah Rasul, hal ini 
berarti manusia dalam mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-
unsur riba dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yaitu:  
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Mengandung arti 
bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perekmbangan bentuk 
dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
hidup masyarakat. 
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Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 11 
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2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan.Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak 
pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap 
kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu 
bentuk muamalat. Misalnya seseorang dipaksa menjual rumah 
kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal 
yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang 
terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah.  
                
                    
                      
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa ayat 29).  
 
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini 
mengingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar 
pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam 
hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang 
merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang 
narkotika, ganja, perjudian dan prostitusi.  
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4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk 
muamalatyang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. 
Misalnya, dalamhutang piutang dengan tanggungan barang. Untuk 
jumlah hutang yang jauh lebih kecil daripada harga barang 
tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu 
hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik 
yang berpiutang.
19
 
Pengertian hutang piutang secara umum yaitu, hutang piutang mencakup 
transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai 
(kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayanah atau 
tadayun. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim 
dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah al-qardh.
20
 
Qardh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai 
yaqriduhu, bermakna al-qathu‟ yang berarti memutuskan. Harta yang 
disodorkan kepada orang yang berhutang disebut Qardh, karena merupakan 
potongan dari harta orang yang memberikan hutang.
21
 
Secara bahasa al-qordh berarti al-qoth‟ (terputus), harta yang dihutangkan 
kepada pihak lain dinamakan qordh karena ia terputus dari pemiliknya. 
Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha adalah sebagai berikut : 
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Ibid., hlm.15-17. 
20Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 169. 
21
Masjupri, Fiqh Muamalah ..., hlm. 281. 
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Al-qordh adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang 
lainuntuk ditagih pengembaliannya. Atau dengan pengertian lain suatu akad 
yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk 
dikembalikan yang sejenis dengannya.  
Dari definisi tersebut bahwa hutang piutang merupakan bentuk muamalah 
yang bercorak ta‟awun (tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi 
kebutuhannya. Dalam Al-Qur‟an menyebut piutang untuk menolong atau 
meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah menghutangkan 
kepada Allah dengan hutang yang baik :  
                    
        
 
Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka 
Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan 
memperoleh pahala yang banyak. (Q.S Al-Hadid: 11). 
 
 Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. 
Bahkan orang yang memberikan hutang atau pnjaman kepada orang lain yang 
sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena 
didalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan 
disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut:  
                      
               
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“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (Q.S 
Al-Maidah: 2). 
 
Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama 
manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan 
orang lain dan selalu membutuhkan orang lain.  
Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang 
piutang sebagai berikut:  
1) Dua pihak yang melakukan akad (aqidain) 
a. Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli tabaru‟ yaitu orang yang 
secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang 
tersebut merdeka, baligh, berakal sehat dan mumayiz. 
b. Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai 
kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan 
harta secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.  
2) Harta yang dihutangkan 
Syarat harta yang dihutangkan adalah:  
a. Harta yang ada padanannya dipasara (al maal al misli), yang 
tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan 
nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan 
dihitung. 
Madzhab Hanafi bependapat qardh dibenarkan pada harta 
yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan 
18 
 
 
nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, 
ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti 
kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas 
harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai 
seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang 
memiliki perbedaan yang menyolok, karena tidak mungkin 
mengembalikan dengan semisalnya.  
Madzhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali berpendapat, 
diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa 
diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, 
sperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, 
seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, 
seperti harta dan biji-bijian.  
b. Harta yang dihutangkan berupa benda. 
c. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya 
3) Ijab Qabul22 
  Penambahan yang disyaratkanpada akad qardh adalah dilarang, karena 
pada hakekatnya sifat dari akad qardh adalah akad tolong menolong. Sehingga 
setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba, sebagaimana sabda Nabi 
SAW “setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba”. Sebaliknya 
penambahan yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat 
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Masjupri, Fiqh Muamalah ...,hlm. 285-286.  
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adanya tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal seperti ini 
diperbolehkan dan termasukpembayaran yang baik.
23
 
Riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang 
terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Beberapa ulama fiqh dari berbagai mazhab 
juga memberikan pengertian riba yang secara umum menegaskan bahwa 
ribaadalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat 
Islam.
24
 
Didalam Al-Qur‟an maupun Sunnah mengutuk riba dengan kutukan yang 
paling keras. Menurut Al-Qur‟an, riba yang umumnya diterjemahkan sebagai 
bunga, menurunkan kekayaan nasional sedangkat zakat meningkatkannya. 
Memungut riba dalam pandangan Al-Qur‟an sama artinya dengan 
mengumumkan perang melawan Allah, sedang menurut Nabi Muhammad 
SAW, satu dirham bunga yang diambil oleh seseorang, sedang ia mengetahui 
bahwa itu riba, lebih besar dosanya daripada tiga puluh enam kali zina.
25
 
Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam 
ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku 
umum. Didalam al urf  ada unsur (al-ma‟ruf) dikenal sebagai sesuatu yang 
baik. Kata-kata al-urf  ada hubungannya dengan tata nilai dimasyarakat yang 
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Ibid., hlm. 287. 
24
Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.19. 
25
Muhammad Sharif Chaundry, terj, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental 
Of Islamic Economic System), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 53. 
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dianggapbaik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga 
baik untuk dilakukan dan atau diucapkan.
26
 
Secara garis besar „Urf terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, „Urf sahih 
yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak 
berlawanan dengan syariat Islamdan tidak menghalalkan sesuatu yang haram 
serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia 
terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas 
kawin (al-mahar) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan. 
Kedua, al-„adat fasid yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia 
dan bertentangan dengan syariat Islam. Sertamenghalalkan sesuatu yang 
haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia 
terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat Islam seperti 
kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.
27
 
G. Metodologi Penelitian 
Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap praktik hutang 
piutang ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan 
(field research). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga 
masyarakat  Desa Watohari, Kec. Solor Timur, Kab. Flores Timur. 
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A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 80. 
27
RijalMumazziq Zionis, “Posisi Al-‟Urf Dalam Struktur BangunanHukum 
Islam”Jurnal Falasifa., Vol. 2,  Nomor. 2 , Tahun 2011, hlm. 132. 
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2. Sumber data  
a. Data primer  
Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama,
28
dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara 
masyarakat setempat yaitu kreditur, debitur dan tokoh Agama.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas 
dokumen yang berhubungan skripsi ini, baik itu berupa buku-
buku maupun artikel-artikel. 
3. Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Watohari Kecamatan Solor   
Timur, Kabupaten Flores Timur  
4. Teknik pengumpulan data  
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
29
 
a. Interview (wawancara) merupakan penemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. dimana suatu 
bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah 
                                                          
28
 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Merode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2012), hlm. 30. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: AlFabeta, 
2017), hlm. 224. 
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informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancarai adalah 
masyarakat setempat.  
b. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku, artikel, serta karya 
ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan skripsi ini.  
5. Teknik Analisis Data  
Penelitian kualitatif sudah melakukan analisis data sebelum peneliti 
memasuki lapangan. Analisis menggunakan metode deskriptif analisis, 
analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 
sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun 
demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 
berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. Yakni 
menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah dan 
dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kajian al urf  
terhadap praktek bunga hutang piutang di Desa Watohari, Kec. Solor 
Timur, Kab. Flores Timur.  
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh 
gambaran dari keseluruhan, dan dapat dipahami secara sistematis, maka 
sistematika proposal penelitian ini sebagai berikut:  
Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
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metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, yang fungsinya untuk 
mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.  
Bab kedua landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas  
tentang hutang piutang, yaitu mendeskripsikan tentang pengertian, akad, 
dasar hukum, rukun dan syarat.Dalam bab ini juga menjelaskan tentang 
pengertian riba, tahapan penurunan ayat riba, pandangan ulama tentang riba, 
dan macam-macam riba serta al-urf, pengertian al-urf, dasar hukum, macam-
macam al- urf. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok 
permasalahan dalam skripsi ini.  
Bab ketiga gambaran umum, tentang obyek penelitian, dimana bertujuan 
untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan obyek 
penelitiankehidupansosial, keagamaan dan kajian al-urf terhadap praktek 
bunga hutang piutang dalam perekonomian khususnya di Desa Watohari. 
Bab keempat merupakananalisis al urf  terhadap praktek bunga hutang 
piutang di Desa Watohari, Kec. Solor Timur, Kab. Flores Timur.  
Bab kelima penutup berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan 
menjawab mengenai pertanayan-pertanayaan penelitian, kritik dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI  
HUTANG PIUTANG (QARD), RIBA DAN AL URF  
A. QARDH 
1. Pengertian Hutang Piutang (Qard) 
Secara etimologis qardh merupakan bentuk kata masdar dari qaradha-
asy-syai‟-yaqridhu, yang berarti memutuskannya. Al-qardh adalah sesuatu 
yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.  
Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang 
yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian 
hari.
30
 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah 
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan 
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
31
 
a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan 
bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu 
diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam 
kepunyaannya dalam baik hati. 
b. Menurut Madzhab Maliki, qardh adalah pembayaran dari 
sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda 
atau setimpal. 
                                                          
30
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-
334. 
31
Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.   
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c. Menurut Madzhab Hanbali qardh adalah pembayaran uang ke 
seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan 
kemudian sesuai dengan padanannya. 
d. Menurut Madzhab Syafi‟i qardh adalah memindahkan 
kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu 
membayar kembali kepadanya.
32
 
Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, qardh adalah pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
33
 
2. Dasar Hukum Qardh 
a. Al-Qur‟an 
Q.S. Al-Baqarah ayat 245 
                     
              
       
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipAat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.  
 
Q.S. Al-Hadid ayat 11 
                                                          
32
Masjupri, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281-282. 
33
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 131.  
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                 
          
 
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak. 
 
Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita di seru untuk 
“meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan 
Allah. Dan juga meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian 
dari kehidupan bermasyarakat.
34
 
Q.S. Al-Maidah ayat 2 
                   
                    
 
Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya 
.  
b. Sunnah 
 ٍمِلْسُم ْنِم اَم َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا ََّنأ ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع
 ِنْي َتَّرَم اًضْر َق اًمِلْسُمُِضرْق ُي ًةَّرَم اَهَِتقَدَصَك َناَك َّلاإ 
Ibnu mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan 
seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua 
kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu 
Majah)
35
 
 
                                                          
34
Ibid., hlm. 132.  
35
Ibid., hlm. 132.  
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c. Ijma‟ 
Secara ijma‟ juga para ulama menyatakan bahwa Qardh di 
perbolehkan. Qardh bersifat mandhub (dianjurkan) bagi 
muqridh(orang yang memberi hutang) dan mubah bagi muqtaridh 
(orang yang berutang) kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia 
yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari saudaranya. Tidak ada 
seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh 
karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di 
dunia ini.
36
 
3. Hukum Qardh  
Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh menjadi tetap 
setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang 
menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum 
tersebut dan harus membrikan benda sejenis (gandum) kepada muqrid jika 
meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya muqtarid tetap menjaga 
benda sejenisnya. Walaupun qardh (barang yang ditukarkan masih ada).
37
 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum  qardh berlaku setelah 
adanya akad, walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqtarid 
dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qardh. Muqtarid  
dibolehkan mengembalikan barang sejenis dengan barang yang 
dipinjamnya baik yang serupa maupun yang asli. Akan tetapi, jika barang 
                                                          
36
 Masjupri, Fiqh Muamalah ...,hlm. 284   
37
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 155. 
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yang dipinjam telah berubah, muqtarid wajib memberikan barang yang 
sejenis.
38
 
Sedangkan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah sama dengan 
pendapat Abu Hanifah bahwa hukum qardh dilakukan setelah penyerahan 
atau pemegangan. Muqtarid harus menyerahkan benda sejenis (mitsil).  
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemngembalian qardh pada harta 
yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenis. Adapun benda-
benda yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua 
pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar 
nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang 
mendekati harta yang dipinjamnya.
39
 
4. Rukun dan Syarat Qardh  
a. Dua pihak yang melakukan akad (aqidain) 
1. Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli tabaru‟ yaitu orang 
yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu 
orang tersebut merdeka, baligh, berakal sehat dan mumayiz. 
2. Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang 
mempunyai kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan 
membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baligh 
dan berakal sehat.  
b. Harta yang dihutangkan 
Syarat harta yang dihutangkan adalah:  
                                                          
38
Ibid., hlm. 155. 
39
Ibid., hlm. 155-156.  
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1. Harta yang ada padanannya dipasaran (al maal al misli), yang 
tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan 
nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan 
dihitung. 
Madzhab Hanafi bependapat qardh dibenarkan pada harta 
yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan 
nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, 
ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti 
kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas 
harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai 
seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang 
memiliki perbedaan yang menyolok, karena tidak mungkin 
mengembalikan dengan semisalnya.  
Madzhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali berpendapat, 
diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa 
diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, 
sperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, 
seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, 
seperti harta dan biji-bijian.  
d. Harta yang dihutangkan berupa benda. 
e. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya 
2. Ijab Qabul40 
                                                          
40
Masjupri, Fiqh Muamalah ...,hlm. 285-286.  
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5. Tambahan Pada Akad Qardh  
Penambahan yang disyaratkan pada akad qardh adalah dilarang, karena 
pada hakekatnya sifat dari akad qardh adalah akad tolong menolong 
(tabaru‟i), sehingga setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba. 
Sebagaimana sabda Nabi SAW “setiap hutang piutang yang menarik 
manfaat adalah riba”. Sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat 
membayar hutang (tanpa adanya syarat, adanya tambahan dari pihak yang 
menghutangi), maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk 
pembayaran yang baik. 
B. RIBA  
1. Pengertian Riba  
Menurut bahasa, riba memiliki berapa pengertian, yaitu riba berarti 
tambahan, dalam pengertian lain secara bahasa riba juga berarti tumbuh 
dan membesar.
41
 Menurut terminologi ilmu fiqh riba berarti tambahan 
khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada 
imbalan tertentu. Beberapa ulama fiqh dari berbagai mazhab juga 
memberikan pengertian riba yang secara umum menegaskan bahwa 
ribaadalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip 
muamalat Islam.
42
 
Ulama fiqh mendefinisikan riba sebagai berikut : 
a. Ulama Hanabilah  
                                                          
41
Ibid.,hlm. 67 
42
Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.19. 
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 ٍصْوُصَْمََء اَيْشَا ِفِ ُةَدَيَّزَلا 
“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan” 
 
b. Ulama Hanafiyah 
 ٍضْوَعَلَِب ٍل اَم ُلْصَف  ٍلَابِ ٍلاَم ِةَضَو اَعُم ِفِ 
“tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan 
harta”.43 
 
Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari 
transaksi yang  dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip 
dan aturan syariat Islam. Terdapat beberapa unsur penting dalam riba 
yaitu: 1). Tambahan pada pokok pinjaman 2). Besarnya penambahan 
disesuaikan dengan jangka waktu 3). Jumlah pembayaran tambahan 
berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.
44
 
Riba menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam adalah kelebihan atau 
tambahan harta dalam suatu muamalah dengan tdak ada imbalan. 
Maksudnya tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu 
transaksi hutang piutang yang harus diberikan peminjam (debitur) kepada 
pemilik uang (kreditur) pada saat jatuh tempo. Misalnya A meminjam 
uang sebesar Rp 1.000.000 selama satu bulan. B bersedia 
meminjamkannya apabila A mau mengembalikannya sebesar Rp. 
1.100.000 pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp 100.000 yang harus 
dibayarkan A dalam fiqh disebut riba.
45
 
                                                          
43
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah...,  hlm. 259-260.  
44
Masjupri, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 68. 
45
 Dwi suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 
2009), hlm.  225-226.  
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2. Dalil Keharaman Riba  
a. Larangan Riba Dalam Al-Qur‟an  
Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur‟an, tidak diturunkan 
sekaligus, tapi melalui empat tahap.  
1) Tahap Pertama  
Pada pertama kali Allah menurunkan ayat tentang riba 
adalah dengan menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada 
dhahirnya seoalah-olah menolong mereka yang memerlukan 
sebagai perbuatan mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah 
berfirman pada QS. Ar-Ruum ayat 39: 
                 
                
                
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. 
 
2) Tahap kedua  
Pada tahap ini Allah memberi peringatan mengenai riba 
dalam Al-Qur‟an dengan digambarkan riba sebagai sesuatu 
yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang 
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keras kepada orang yahudi yang memakan riba. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa:160-161. 
                 
                
               
                    
       
 “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami 
haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang 
dahulunya) dihallakan bagi mereka, dan karena mereka 
banyak menghakangi (manusia) dari jalan Allah, dan 
disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 
memakan harta benda dengan jalan yang bathil. Kami telah 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka 
itu siksa yang pedih”.  
 
3) Tahap ketiga  
Pada tahapan yang ketiga ini Allah memperingatkan terkait 
riba yang berlipat ganda, riba yang diharamkan yang 
dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. 
                  
                 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 
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Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-
Imran: 130)
46
 
 
4) Tahap keempat  
Peringatan pada tahap ini merupakan peringatan terakhir 
mengenai keharaman riba dalam berbagai jenis tambahan 
yang diambil dari pinjaman. 
                      
             
                  
           
     
 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 
pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya” (Q.S Al-Baqarah: 278-279). 
 
Ayat ini menjelaskan perintah meninggalkan riba dihubungkan 
dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah 
mengatakan, “jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. 
Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada 
Allah swt dalam pengakuan imanmu.” Mustahil orang yang mengaku 
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beriman dan bertakwa melakukan praktek riba. Karena perbuatan iu 
tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang 
sama. Yang mungkin terjadi ialah seseorang menjadi pemakan riba, 
atau seseorang beriman dan bertakwa tanpa memakan riba.
47
 
b. Larangan Riba dalam As-Sunnah 
 
 
 : اوُلَاق ِتاَِقبْو
ُ
لما َعْب َّسلا اوُبِنَتْجِا :َلَاق .م.ص ِّبِِّنلا ِنَع .ع.ر َةَر ْيَرُى ِبَِا ُثيِدَح
 َا ِسْف َّ نلا ُلْت َقَو ُرْح ِّسلَو َِّللَّ ِبِ ُكْر ِّشَلا : َلَاق ؟ َّنُىاَمَو َِّللَّا َلْوُسَرَيَ ُ َّللَّا َّرَح ِتَِّل
 ِتاَنَصْخُمْل ُفْذَقَو ِفْحَّزلا َمْو َي ِّلَّو َّ تلَو ِميِتَيْلا ِلاَم ُلْك َأَو َبِّرلا ُلْك أَو ِّقَحِْبِ َّلاِا
   ِتَلَِفاَغلا ِتاَنِمْؤُمْلا 
“Abu Hurairah r.a berkata kepada Nabi saw bersabda tinggalkannlah 
tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu 
ya Rasulullah? Jawab Nabi, (1) syirik (mempersekutukan Allah), (2) 
berbuat sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali 
yang hak. (4) makan harta riba, (5) makan harta anak yatim, (6) 
melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang dan (7) 
menuuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan 
tuduhan zina”. (HR. Bukhari). 
 
 ُهَدِى اَشَو ُوَلَِّكوُمَو َبِّرلَلََِكا .معلص َِّللَّا ُلْوُسَر َنَعَل :َلَاق .ع.ر ٍدْوُعْسَم ِنْْبا ِنَع َيِوُر
 ُوَِبتاََكو 
“Diriwayatkan oleh Ibn Mas‟ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. Telah 
melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya”. 
(HR. Abu Dawud)
48
. 
 
3. Macam-Macam Riba  
a. Riba Qardh (riba dalam pinjaman) 
Manfaat atau kelebihan yang disyaratkan terhadap seseorang yang 
berhutang.
49
 Misalnya si A meminjamkan uang Rp 1.000.000 kepada si B, 
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dengan kesepakatan si B akan membayar Rp 1.500.000, uang Rp 500.000 
yang dibayarkan itu adalah riba qardh, karena terjadi dalam transaksi 
simpan pinjam.
50
 
b. Riba Jahiliah  
Hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena debitur 
tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah 
ditetapkan.
51
 Sistem bayar atau tambah yang menunjuk pada suatu 
transaksi dimana kreditur memberikan perpanjangan waktu dengan 
imbalan berupa peningkatan jumlah uang pokok.
52
 
c. Riba Nasi‟ah  
Menurut ulama Hanafiyah adalah:  
 ِْيَعلا ُلْضَفَو ِلَجَلأْا ىَلَع ِلْوُُللحا ُلْضَف َدْنِع ِيَيْوُزْوَمْلِاَوا ِْيَل َيِْيلما ِفِ ِنْي َّدلا ىَلَع 
 ِسِْنْلجا ِداَ ِّتَّدْنِع ِيَيْوُزْوَمْلا َِوا ِْيَل َيِْيلما ِْيَْغ َْوا ِسِْنلجا ِفَلَِتْخا 
“memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, 
memberikan kelebihan pada benda dibanding hutang pada benda yang 
ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang 
ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya”.  
 
Maksudnya menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih 
banyak, dengan pembayaran terakhir. Seperti menjual satu kilogram 
gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yg dibayarkan setelah 
dua bulan.
53
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d. Riba Fadhl  
Menurut ulama Hanafiyah, riba fadhl adalah tambahan zat harta pada 
akad jual beli yang diukur dan sejenis.
54
 Dengan kata lain riba fadhl adalah 
jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya 
tambahan pada salah satu benda tersebut.
55
 Seperti menjual emas 20 karat 
dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan bagi 
emas 24 karat.
56
 
4. Hikmah Keharaman Riba  
a. Merusak dan melanggar harta seorng muslim dengan cara mengambil 
tambahan tanpa memberi ganti rugi. 
b. Merugikan orang miskin, karena umumnya pemberi hutang (kreditur) 
menjadi kaya dan yang berhutang (debitur) menjadi miskin. Apabila 
yang kaya mengambil harta dengan jumlah yang lebih banyak dari 
yang seharusnya maka dapat merugikan orang miskin.  
c. Memutuskan hubungan perbuatan baik yang terdapat dalam akad 
hutang, karena jika seseorang mengutangi satu dirham untuk 
mengambil dua dirham maka penghutang tidak merelakan hal itu. 
d. Mengabaikan dan menelantarkan pekerjaan, perdagangan, mata 
pencaharian, dan penindasan dimana tanpa hal tersebut keteraturan 
alam menjadi terganggu, karena orang yang menghasilkan uang dua 
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dirham dengan mengeluarkan satu dirham bagaimana mungkin dapat 
menanggung kesulitan pekerjaan atau perdagangan.
57
 
C. AL-URF 
1. Pengertian Al-Urf 
Secara bahasa, kata urf berasal dari akar kata  فرع– فرعي yang berarti 
mengetahui,kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, 
dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.Juga berarti apa yang 
diketahui dan dikenal atau kebiasaan.
58
 
 َكِلاَذَراَص َّتَِح مِِلِ اَع َْفأَو ِمِلِاَو َْقأ فِ ُهَداَتَعاَو ُساَّنَلا ِوْيَلَع َفَراَع َتاَمَوُى فرُعَلا  اًِدرَّطُم
اًبِلَغَوأ 
“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-
ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal 
tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.59 
 
Al urf  adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang 
telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya 
atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat urf ini sering disebut 
sebagai adat.
60
 
Secara bahasa al-a‟dah diambil dari kata al-„aud atau al-
mua;wadahyang artinya berulang.  
ا َّمَع ٌَةراَبِع  ِةَلْو ُبْقَ
لما َِةِرّرَيَتُمللا ِرْوُُملأا َنِم ِسوُف ُنلا فِ ُرَق َتْسُي  ِةَميِل َّسلا ِعاَب ِّطلا َدْنِع 
                                                          
57
 Masjupri, Fiqh Muamalah ...,  hlm. 84-85. 
58
 Sucipto “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” Jurnal Asas, 
(Lampung) Vol. 7, Nomor 1, 2015, hlm. 26. 
59
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Yang Praktis) (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 80. 
60Rachmat syafe‟i,  Ilmu Ushul Fiqh,  (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.  
39 
 
 
“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang 
berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai ) yang sehat”.61 
 
Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-a‟dah ada unsur 
berulang-ulang dilakukan dan dalam al-urf  ada unsur (al-ma‟ruf) dikenal 
sebagai sesuatu yang baik. 
Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) 
yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah 
masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh 
yang diambil dari sabda nabi muhammad saw:  
 ٌنَسَح ٌرَْما َِّللَّا َدْنِع َوُه َف اًنَسَح َنْوُمِلْس
ُ
لما ُهآَراَم 
“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun 
digolongkan sebagai perkara yang baik.” 
  
Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukan bahwa 
setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan 
dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang 
baik dihadapan Allah.
62
 
2. Macam-Macam Al-Urf 
Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam urf dari tiga 
perspektif,yakni: 
a. Dari sisi bentuknya/sifatnya urf terbagi menjadi dua  
1) Urf lafzhi (ىظفلا فرعلا) yakni kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada 
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makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, 
meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu 
bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan 
kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk, urf 
dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya 
bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah 
SWT dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 11 
                   
      
Kebiasaan orang arab memahami kata walad dengan arti 
anak laki-laki. Contoh lain yang berkenaan dengan hukum 
adalah kata thalaq dalam bahasa arab, yang berarti lepas 
atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan putusnya 
perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada 
istrinya “thalaqtuki”, maka terjadi talak dalam pernikahan 
mereka.  
2) Urf „amali (ىلمعلا فرعلا)adalah kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan perbuatan atau mua‟malah, seperti jual 
beli tanpa ijab dan qabul, itu sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat. Atau memberikan mahar dalam pernikahan 
dikalangan masyarakat arab sebelum datangnya Islam. 
41 
 
 
b. Dari segi cakupannya, atau berlakunya dikalangan masyarakat maka 
urf dibagi menjadi dua bagian yakni urf  yang umum dan urf  yang 
khusus: 
1) Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku 
secara luas di masyarakat dan di seluruh daerah. 
2) Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada 
masyarakat tertentu di daerah tertentu atau kalangan 
tertentu.
63
 Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda 
disebabkan perbedaan tempat dan waktu.  
c. Ditinjau dari keabsahannya menurut syari‟at, urf dibagi menjadi dua 
macam yaitu, urf shahih dan urf fasid. Konsepnya adalah apakah ia 
berjalan sesuai syariah atau tidak. 
1) Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh 
manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an 
ataupun sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan 
mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. 
Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan 
wanita-wanita arab sebelum datangnya Islam atau seperti 
menetapkan konsep haram oleh masyarakat arab untuk 
beribadah dan berdamai.
64
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2) Urf fasid yaitu sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi 
bertentangan dengan dalil-dalil syara‟.65 Seperti praktek 
riba yang sudah ada dalam kalangan bangsa Arab sebelum 
datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.
66
 
Dan kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuh patung 
atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak 
dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid 
yang diajarkan agama Islam.
67
 
3. Dasar Hukum Al-Urf 
Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah 
selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama Malikiyyah terkenal 
dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan 
hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat 
ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‟i terkenal dengan 
qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau 
menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini 
menunjukan bahwa ketiga Madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja 
urf fasid tidak dijadikan dasar hujjah.
68
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4. Kaidah-Kaidah Yang Berhubungan Dengan „Urf 
Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan „urf ialah: 
a.  ُةَم َّيَُمُ ُةَداَعَْلا 
Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.  
 
b.  ٌة َّجُح ِساَّنلا ُلاَمْعِتْسِا َُي َاِبِ ُلَمَعْلا ُب  
Perbuatan manusia yang telah tetap di kerjakannya wajib 
beramal dengan  
c.  ِناَمْزَْلا ُار ُّ يَغ َِتب ِماَيْحَلأْا ُار ُّ يَغ َت ُرَيْن ُيَلا 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum 
(berhubungan) dengan perubahan masa.
69
 
 
 
D. Darurat  
Darurat adalah suatu kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kematian 
atau darurat berarti kebutuhan mendesak.  
Ada beberapa standar untuk mengukur suatu kebutuhan bisa dikatakan 
sebagai darurat, diantaranya:  
1. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. 
2. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan. 
3. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak boleh menerjang 
tujuan-tujuan pokok syariat untuk keluar dari kondisi tersebut. 
4. Tidak melakukan tindak keharaman yang melebihi kadar 
kebutuhan. 
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5. Dalam masalah pembatalan transakssi yang dikarenakan darurat 
harus tetap menjaga keadilan kedua pihak.
70
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Keadaan Geografis 
Secara geografis Desa Watohari terletak  pada wilayah administratif 
pemerintahan berada pada wilayah Kecamatan Solor Timur Kabupaten 
Flores Timur dengan memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa kawuta 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Laut Sau 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan DesaTanawerang 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamawai  
(Sumber Data: Profil Desa Watohari Tahun 2017) 
Desa Watohari dengan keadaan tanah pada umumnya berbukit 
dengan ketinggian kurang Lebih 750 meter dari permukaan laut. Selain 
berbukit ,juga batu bertanah dengan luas daratannya sangat sedikit. 
Kondisi iklim dengan curah hujan rata-rata 500-1000 mm, dengan 
jumlah hujan pertahunnya kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan suhu rata 
–rata 35 derajat Celcius. 
Dengan luas Wilayah 685 ha, yang terdiri dari; 
1. Luas lahan Perumahan dan Pekarangan,   :  127 Ha. 
2. Luas lahan pertanian,     :  235 Ha. 
3. Padang Rumput     :  185 Ha. 
4. Lahan Tidur     :  138 Ha 
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Orbitasi Jarak Dari Desa 
1. Jarak ke ibu kota kecamatan  : 7 Km (60 Menit) 
2. Jarak ke ibu kota kabupaten  : 2 Jam 
3. Jarak ke ibu kota propinsi  : 24 jam 
2. Keadaan Demografis 
Kondisi perkembangan penduduk Desa Watohari sampai 
Desember 2015 dengan jumlah jiwa 780 jiwa yang terdiri dari laki - 
laki 366 jiwa dan perempuan 414 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 
193 kk terdiri dari kepala keluarga laki - laki  154 dan kepala keluarga 
perempuan 39.
71
 penyebaran penduduk antara  satu dusun dengan 
dusun lainya tidak merata dengan tingkat jumlah penduduk terbanyak 
berada pada dusun I dan  II  yang meliputi empat (4) RT, sedangkan  
dusun III dan IV masing - masing terdapat hanya  tiga (3) RT. 
penduduk usia produktif  atau usia kerja mencapai 50 % dari jumlah 
penduduk yang ada  dengan angkatan kerja umumnya pada sektor 
pertanian (ladang) dan juga Merantau  ke Kabupaten, Propinsi yang 
lain atau negara - negara tetangga. 
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Perkembangan Penduduk Desa Watohari Desember 2017 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk 
 
No 
   Jenis kelamin        Jumlah jiwa  
  1  Laki-laki       406  
  2 Perempuan        439 
 Total      845 Jiwa  
(Sumber Data: Profil Desa Watohari Juni Tahun 2017) 
Struktur pementahan Desa sangat penting, terutama bagi kelancaran 
jalannya pemerintahan tersebut. Karena struktur pemerintahan yang teratur 
dengan baik merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya roda 
pemerintahan. Struktur pemerintahan Desa Watohari sebagai berikut:  
a. Kepala Desa                       : Sadri Kamaruddin 
b. Sekertaris Desa                  : Husnul Hamid 
c. Ketua BPD                        : Hamdani Zakariah 
d. Kaur Pemerintahan            : Syukur Usman 
e. Kaur Umum                       : Salehah Galalang 
f. Kaur Pembangunan           : Ahmad Daud Doni  
g. Kepala Dusun I                 : Hasna Salim 
h. Kepala Dusun II                : Iskandar Songge 
i. Kepala Dusu III                 : Kaliman Hasan 
j. Kepala Dusun IV               : Jainun Lamen  
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 (Struktur Pemerintahan Desa Watohari Tahun 2017) 
 
3. Keadaan Sosial Ekonomi  
Desa Watohari adalah desa yang penduduknya sebagian besar 
masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan dan sebagian 
lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, merantau ke 
Kabupaten, Propinsi  atau negara - negara tetangga, dan sebagian 
terkecil sebagai pegawai negeri. 
Tabel 2 
Mata Pencaharian 
No  Jenis Mata Pencaharian  Jumlah Jiwa  
1 Petani  300 
2 Nelayan 6 
3 Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) 
3 
4 Pegawai Swasta 25 
5 Pensiun 2 
6 Wiraswasta  6 
(Sumber Data: Profil Desa Watohari Desember 2017) 
Pada umumnya pendidikan di Desa Watohari sebagian besar 
penduduknya lulusan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000-
an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di 
perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya 
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peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-
anaknya, terutama para perantau. 
 
Tabel 3 
Pendidikan Desember 2017 
No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin 
Laki-
laki  
Perempuan  
1 
 
Masih Sekolah SD/MI dan 
SLTP/MTS 
74 99 
2 Lulusan SD/MI   
136 
 
182 
    
3 
Lulusan SLTP/MTS 31 34 
   
4 
Lulusan SLTA/SMA 30 26 
   
5 
Diploma I 1 - 
   
6 
Diploma II 1 - 
   
7 
Diploma III 1 2 
  8 S 1 10 2 
 Jumlah  284 345 
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4. Sosial Budaya  
Kehidupan masyarakat Desa Watohari sangat kental dengan 
tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang 
berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – 
dewasa/berumahtangga – mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, 
perkawinan dan upacara-upara yang berhubungan dengan kematian, 
hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.  
Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk 
orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh 
masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan 
yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang kemudian 
disumbangkan kepada yang  sakit untuk meringankan beban biaya. 
Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu 
tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua 
itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa ini masih 
erat/kuat.
72
 
Kebiasaan masyarakat Desa Watohari yang saling menolong satu 
sama lain bukan di saat sakit dan membantu perhelatan saja, tapi 
mereka juga saling membantu dengan cara berhutang. Orang yang 
mampu dalam keadaan ekonomi membantu mereka yang kurang 
mampu dengan meminjamkan uang. Uang yang di pinjamkan 
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digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya 
pendidikan.
73
 
5. Keadaan Keagamaan 
Dilihat dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Watohari 
beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan semakin luasnya 
pendidikan agama Islam dan semakin banyak anak-anak yang sekolah 
pesantren di luar daerah. Banyak pelajar yang sekolah di luar daerah 
dan yang terbanyak ada di pulau Jawa. Setahun sekali baru pulang ke 
kamung halaman, biasanya pelajar pulang di saat bulan Ramadhan. 
Karena sekarang sudah banyak pelajar maka di bentuklah satu 
organisasi HIPPMAWA, organisasi ini bukan hanya untuk pelajar saja 
tapi untuk semua pemuda pemudi di Desa Watohari. Dengan adanya 
organisasi HIPPMAWA ini setiap tahun di bulan ramadhan mereka 
mengadakan acara di kampung. Acaranya berupa mengajar TPA di 
Desa Watohari dan mengadakan perlombaan. Perlombaan yang 
diadakan bermacam-macam seperti lomba Adzan, puisi, CCI, 
Da‟i/da‟iyah, Tahfidz dan MTQ.   
Dengan adanya kegiatan keagamaan yang ada di Desa Watohari 
tersebut menunjukan bahwa agama Islam di Desa Watohari sudah 
berkembang.
74
 
Tidak hanya itu, peran masyarakat di Desa Watohari juga sangat 
penting dalam menyebarkan agama Islam. Namun sekarang di Desa 
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Watohari sedang ada pembangunan Rumah Qur‟an, untuk TPA di 
Desa Watohari. Pembangunan Rumah Qur‟an ini merupakan 
pembangunan yang pertama di bangun di Kecamatan Solor Timur 
tepatnya di Desa Watohari. Dengan adanya Rumah Qur‟an ini 
tujuannya adalah untuk mengajak semua masyarakat Desa Watohari 
untuk mengenal Islam lebih dalam lagi terutama buat ade-ade TPA. 
Meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tetapi praktek 
kehidupan yang terjadi bisa dikatakan masih kurang memahami 
mengenai ilmu agamanya. 
B. PRAKTIK BUNGA HUTANG PIUTANG DI DESA WATOHARI  
1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Bunga Hutang Piutang  
Sebagian besar masyarakat desa Watohari adalah tergolong 
sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka 
bergantung pada hasil kebun / bertani. Kadang kala hasil yang di 
peroleh dari hasil tani tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dalam 
keadaan itu masyarakat berhutang pada orang yang tergolong mampu 
dalam Desa Watohari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 
Menurut mereka tidak ada alan lain kecuali meminjam pada orang 
yang mampu (kreditur) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. 
Walaupun di Kecamatan ada Bank tetap saja mereka idak mau 
meminjam uang di Bank, karena meminjam kepada orang yang 
mmapu di desa itu lebih mudah dan lebih cepat. Kalau mereka 
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meminjam uang di Bank menurut mereka syarat-syarat yang harus di 
penuhi sangat berat bagi mereka.  
Jika mereka berhutang kepada orang yang mampu di Desa 
Watohari mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang 
jaminan lainnya. Kreditur hanya meminta penambahan hutang kepada 
debitur pada saat pembayaran.  
Misalnya A meminjamkan uang Rp 1.000.000 kepada B dengan 
kesepakatan B akan membayar Rp 2.000.000. Hal ini sangat 
merugikan orang yang berhutang pada kreditur tersebut. Dikarenakan 
mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka 
mereka tetap melakukan hutang piutang tersebut dan sudah 
merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan sampai saat 
ini masih dilakukan oleh masyarakat. 
2. Perjanjian Hutang Piutang  
Transaksi hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa 
Watohari tidak ada perjanjian yang khusus, perjanjian yang dilakukan 
adalah debitur harus membayar hutang pada waktu yang ditetapkan, 
apabila pada saat jatuh tempo debitur belum bisa membayar maka 
kreditur memberikannya waktu sampai debitur bisa melunasinya.  
Transaksi hutang putang ini kreditur tidak meminta jaminan, dan 
tidak ada saksi pada saat transaksi dilakukan. Apabila debitur tidak 
bisa membayar hutang tersebut maka kreditur akan meminta keluarga 
dari debitur untuk membayar hutangnya, jika hutang tersebut tidak 
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bisa di lunasi oleh keluarga maka tidak ada jalan lain yang bisa 
dilakukan oleh keditur. Dalam transaksi hutang piutang ini tidak ada 
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur.  
3. Ijab Qabul 
Ijab qabul antara debitur (orang yang berhutang) dan kreditur 
(orang yang memberikan pinjaman) dilakukan dengan cara bahwa 
debitur mengungkapkan keinginannya untuk berhutang uang (ijab) 
kemudian disambut oleh kreditur dengan mengabulkan permintaannya 
(qabul). Bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan.
75
 
Ijab Qabul ini biasanya dilakukan di rumah kreditur karena debitur 
biasanya datang ke rumah kreditur untuk meminjam uang dan dalam 
perjanjian ini tidak ada hitam di atas puth dan tidak ada saksi Mereka 
saling percaya satu sama lain.
76
 
4. Pembayaran Hutang Piutang 
Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran atau sudah jatuh 
tempo maka pembayaran hutang itu harus segera di bayar. Apabila pada 
saat jatuh tempo dan debitur belum mempunyai uang untuk membayar 
Hutang kepada kreditur maka kreditur memberi tambahan waktu lagi, 
dan bayarnya bisa di lakukan dengan cicilan atau secara angsur.
77
 
Dengan terbayarnya hutang piutang, maka berakhirlah perjanjian 
antara kreditur dan debitur dengan terbayarnya  hutang maka 
berakhirlah semuanya. 
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5. Riba Qardh (Riba Dalam Pinjaman) 
Tambahan hutang piutang yang dilakukan di Desa Watohari 
merupakan riba qardh atau riba dalam pinjaman. Riba qardh adalah 
riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenhuhi 
kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghummu bil ghurmi) dan 
hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharraj bidh dhaman). Transaksi 
semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, 
hanya karena berjalannya waktu.
78
 
Riba qardh yaitu manfaat atau kelebihan yang disyaratkan terhadap 
seseorang yang berhutang.
79
 Misalnya si A meminjamkan uang Rp 
1.000.000 kepada si B, dengan kesepakatan si B akan membayar Rp 
1.500.000, uang Rp 500.000 yang dibayarkan itu adalah riba qardh, karena 
terjadi dalam transaksi simpan pinjam.
80
 
Hutang piutang dengan tambahan yang dilakukan di Desa Watoharii 
merupakan riba qardh. Riba qardh diharamkan menurut Al-Qur‟an. 
    Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah: 278 
                        
         
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman”  
 
Para ulama telah konsensus bahwa riba qardh itu diharamkan dalam 
Islam dan termasuk riba jahiliah sesuai dengan kaidah fikih: 
  َبِر َوُه َف اًعْف َي َّرَج ٍضْر َق ُّلُك 
“setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) 
ini termasuk riba”81 
 
Berdasarkan dalil-dalil di atas menegaskan bahwa riba qardh dilarang 
dalam Islam. Transaksi hutang piutang yang dilakukan di Desa Watohari  
ini bertentangan dengan hukum Islam karena hutang piutang yang 
dilakukan di Desa Watohari adalah adanya tambahan dalam hutang 
piutang. Namun hutang piutang yang dilakukan di Desa Watohari sudah 
lama dan sudah menjadi tradisi atau urf. Transaksi hutang piutang ini 
merupakan kebiasaan masyarakat Desa Watohari untuk saling tolong 
menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Transaksi bunga hutang piutang yang terjadi sudah menjadi urf 
(keiasaan) dimana tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, dan ini 
merupakan urf fasid. Urf fasid  adalah al-urf  yang bertentangan dengan 
al-Qur‟an dan Hadits.  
Al-urf  fasid yang bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak bisa 
dijadikan hujjah ini bisa dijadikan pertimbangan jika benar-benar dalam 
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keadaan darurat dan memaksa. Jika transaksi ini tidak termasuk darurat 
atau kebutuhan mereka maka tidak bisa dijadikan hujjah.  
Darurat adalah suatu kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kematian 
atau darurat berarti kebutuhan mendesak.  
Ada beberapa standar untuk mengukur suatu kebutuhan bisa dikatakan 
sebagai darurat, diantaranya:  
1. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. 
2. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan. 
3. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak boleh menerjang 
tujuan-tujuan pokok syariat untuk keluar dari kondisi tersebut. 
4. Tidak melakukan tindak keharaman yang melebihi kadar 
kebutuhan. 
5. Dalam masalah pembatalan transakssi yang dikarenakan darurat 
harus tetap menjaga keadilan kedua pihak.
82
 
6. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Bunga Hutang Piutang di 
Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. 
Transaksi hutang piutang di Desa watohari menurut Mawar 
merupakan hal yang mendesak, karena mereka meminjam uang selain 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan dan biaya 
pendidikan untuk anak-anaknya. Menurutnya jika tidak berhutang maka 
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dia tidak bisa memenuhi kehidupannya sehari atau untuk biaya 
pengobatan dan pendidikan.
83
  
Sedangkan menurut Nur bahwa dia melakukan hutang piutang ini 
selain dari kebutuhan sehari-hari, dia berhutang untuk pergi ke pesta. Di 
Desa Watohari masih sangat kental dengan adat istiadat, seperti acara 
pernikahan, membangun rumah dan lainnya. Di Desa Watohari 
masyarakatnya saling membantu dan bekerja sama, seperti salah satu 
warga membangun rumah atau mengadakan acara pernikahan maka 
yang lainnya turut membantu dalam memberikan sesuatu yang berupa 
uang, kambing dan yang lainnya. Berhutang untuk hal semacam ini 
tidak dikategorikan dalam keadaan darurat.
84
 
Transaksi hutang piutang ini dilakukan untuk saling membantu 
satu sama lain, dimana debitur berhutang untuk memnuhi kebutuhan 
mereka sehari-hari dan biaya pengobatan dan lain sebagainya. Seperti 
yang diungkapkan oleh masyarakat pada saat wawancara. Sebagian 
besar yang di wawancara jawabannya sama bahwa transaksi hutang 
piutang ini sudah menjadi kebiasaan dan transaksi ini dilakukan untuk 
saling membantu satu sama lain, menuurt mereka transaksi ini 
dibolehkan karena sifatnya tolong menolong. 
Menurut  transaksi hutang piutang ini merupakan cara yang cepat, 
mudah dan waktu untuk melunasinya pun bisa di perpanjang dan tidak 
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ada jaminan yang harus diberikan. Dan hutang piutang ini dianggap 
baik karena menguntungkan kedua belah pihak.  
Praktik bunga hutang piutang yang terjadi di Desa Watohari 
merupakan suatu praktik yang satu sisi sangat dibutuhkan masyarakat 
yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang 
sifatnya darurat untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam 
memandang praktik hutang piutang ini hukumnnya sah. Jika bukan 
suatu kebutuhan yang sifatnya darurat maka transaksi bunga utang 
piutang ini hukumnya tidak sah.  
Bunga hutang piutang yang dilakukan oleh kreditur itu, 
menurutnya sah, karena mereka saling merelakan, dan saling 
menguntungkan buat kedua belah pihak. 
Menurut Tokoh Agama (Nasrullah dan Yakub) transaksi hutang 
piutang ini hukumnya tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. 
Karena tambahan hutang piutang ini termasuk riba. Menurut mereka 
hutang piutang ini merugikan debitur karena kreditur mengambil 
tambahan lebih banyak. Dan transaksi inipun dilakukan tidak ada saksi 
dan tidak di tulis atau di catat. Sedangkan dalam Al-Qur‟an Surat Al-
Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa bermuamalah dalam waktu yang 
lama harus ada saksi dan di tulis agar bisa menyelesaikan masalah di 
kemudian hari jika ada masalah.  
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                      
                      
                       
                      
                      
                
                        
                  
                        
                  
                       
                      
                           
                  
                 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
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hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada 
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu”.85 
 
Menurut tokoh Agama (yusuf) menurutnya hutang piutang ini di 
bolehkan karena bersifat tolong menolong. Dan transaksi hutang piutang 
ini bisa di dapatkan dengan cara yang mudah dan cepat tanpa adanya surat 
jaminan dan persyaratan yang memberatkan debitur. Menurutnya hutang 
piutang ini bisa membantu masyarakat yang ekonominya lemah dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
 
 
                                                          
85
Nasrullah Dan Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 8 Juli 2018, Pukul            
16.00 WIT.   
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BAB IV 
ANALISIS „URF TERHADAP PRAKTEK BUNGA HUTANG 
PIUTANG DI DESA WATOHARI KECAMATAN SOLOR TIMUR 
KABUPATEN FLORES TIMUR 
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Bunga Hutang Piutang 
Hutang piutang dengan tambahan yang terjadi di Desa Watohari 
untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya yang lainnya bagi. Dan transaksi 
hutang piutang ini dilakukan untuk saling tolong menolong, sebagaimana 
firman Allah Al-Qur‟an Surat Al-Ma‟idah ayat 2  
                     
                    
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya.” 
 
Dalam hal ini kreditur memberikan hutang kepada debitur hanya 
semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan. 
Praktik hutang piutang ini di anggap baik oleh masyarakat karena 
menguntungkan kedua belah pihak.  
Menurut beberapa tokoh Agama di Desa Watohari, bunga hutang 
piutang ini sudah menjadi tradisi di Desa tersebut, dan tradisi ini 
menyimpang dari hukum Islam. Adat kebiasaan ini bertentangan dengan 
hukum Islam („urf fasid) dan tidak bisa dijadikan pegangan. Dari pendapat 
kedua tokkoh Agama dapat di simpulkan bahwa praktik  hutang piutang 
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ini termasuk riba, dan riba dilarang dalam Al-Qur‟an dan hadits. Karena 
dalam Al-Qur‟an sudah dipertegas bahwa hutang piutang dengan 
mengambil manfaat di larang dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah 
dalam surat Al-Imron  
                   
                      
       
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. 
 
Dari dalil di atas bahwa tambahan dalam hutang piutang yang di 
sepakatkan merupakan riba. Dan tambahan bunga hutang piutang yang 
dilakukan di Desa Watohari ini termasuk riba qardh yaitu riba dalam 
pinjaman.  
Menurut tokoh Agama yang memperbolehkan transaksi hutang 
piutang di Desa Watohari adalah hutang piutang di sini bersifat tolong 
menolong dan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena transaksi ini 
menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi huang piutang ini 
memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Transaksi hutang piutang ini merupakan cara yang mudah dan cepat untuk 
mendapatkan uang tersebut guna memenuhi kebutuhan mereka. 
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Dari berbagai pandangan di atas, maka bagi penulis hutang piutang 
yang dilakukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif tidak 
dibolehkan, kecuali berhutang dalam keadaan yang benar-benar terpaksa 
dan darurat.  
B. Analisis „Urf  Terhadap Praktek Bunga Hutang Piutang  
‘Urf  merupakan salah satu istinbath hukum yang di akui dan dipakai 
oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada 
nashnya.Urf  merupakan bentuk kegiatan manusia yang berupa perkataan 
maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan berlangsung sejak 
lama di tengah masyarakat.  
Praktek bunga hutang piutang yang terjadi di Desa Watohari dapat 
dikatakan sebagai urf, karena transaksi ini sudah menjadi kebiasaan yang 
dilakukan sejak lama dan dikenal oleh masyarakat Desa Watohari. 
Transaksi hutang piutang ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pada saat 
membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak dan pada waktu yang 
singkat. Praktek hutang piutang ini merupakan salah satu bentuk toleransi 
masyarakat Desa Watohari dengan memberikan pinjaman uang kepada 
yang membutuhkan.  
Contoh praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Watohari 
seperti A meminjamkan uang kepada si B Rp 3.000.000 dan harus di bayar 
Rp 6.000.000 dalam waktu satu tahun, dan bayarnya bisa secara cicil atau 
berangsur. Dan apabila pada saat jatuh tempo debitur belum bisa 
membayar maka si A memberi tambahan waktu lagi pada B.  
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Dalam praktek di masyarakat terdapat berbagai macam urf  yang 
terbentuk. Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi urf dari tiga 
perspektif, yakni: 
1. Dari sisi objeknya urf terbagi menjadi dua  
a. Urf lafzhi (ىظفلا فرعلا) yakni kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna 
khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun 
sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa 
mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita 
temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk urf dalam 
bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa 
berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT 
dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 11 
                          
Kebiasaan orang arab memahami kata walad dengan arti 
anak laki-laki. Contoh lain yang berkenaan dengan hukum 
adalah kata thalaq dalam bahasa arab, yang berarti lepas 
atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan putusnya 
perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada 
istrinya “thalaqtuki”, maka terjadi talak dalam pernikahan 
mereka.  
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b. Urf „amali (ىلمعلا فرعلا)adalah kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan perbuatan atau mua‟malah, seperti jual beli 
tanpa ijab dan qabul, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 
Padahal menurut syara‟ sighat jual beli itu merupakan salah 
satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan 
dalam masyarakatmelakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara‟ 
membolehkannya.
86
 
Jika ditinjau dari objeknya, tradisi praktek hutang piutang di Desa 
Watohari termasuk dalam urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan muamalah. Seperti halnya kebiasaan masyarakat dalam 
berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa 
akad secara jelas.  
Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watohari adalah 
kebiasaan praktek bunga hutang piutang. Praktek hutang piutang ini tidak 
ada syarat khusus dan praktek hutang piutang di Desa Watohari debitur 
tidak harus punya jaminan untuk berhutang kepada kreditur. Praktek 
hutang piutang ini semata-mata dilakukan untuk saling  tolong menolong. 
Dalam hal ini orang yang membutuhkan uang mendatangi setiap rumah 
yang dianggap mampu di desa, kemudian debitur mengatakan bahwa ia 
butuh uang sekian dan kreditur langsung memberikan uang yang 
dibutuhkan debitur tanpa syarat dan jaminan. 
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 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83 . 
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Selain itu, pada saat akad juga ada kesepakatan mengenai batas 
waktu pengembalian hutang dan bisa di bayar cicil atau berangsur. 
Apabila sudah jatuh tempo dan debitur belum ada uang maka waktunya 
di perpanjang sampai debitur mendapat uang atau sampai kreditur yang 
menagih hutangnya senidiri. Selain itu juga pada saat akad tidak ada 
orang yang menyaksikan transaksi ini serta tidak tertulis di lembar kertas. 
Transaksi yang terjadi hanya berdasarkan rasa saling kepercayaan antara 
penghutang (debitur) dan pemberi hutang (kreditur).  
2. Dari segi cakupannya, atau berlakunya dikalangan masyarakat maka 
urf dibagi menjadi dua bagian yakni urf  yang umum dan urf  yang 
khusus: 
a. Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku 
secara luas di masyarakat dan di seluruh daerah.
87
 Seperti 
memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan 
jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang 
yang telah membantu kita.
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b. Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada 
masyarakat tertentu di daerah tertentu atau kalangan 
tertentu.
89
 Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda 
disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Seperti 
mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa 
                                                          
87
 Sucipto “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” Jurnal Asas, 
(Lampung) Vol. 7 , Nomor  1, 2015, hlm. 30. 
88
 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh..., hlm. 83. 
89
 Sucipto “Urf Sebagai Metode..., hlm. 30-31. 
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Indonesa yang beragama Islam pada setiap selesai 
menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedang pada 
negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.
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Jika dilihat dari segi cakupannya, tradisi hutang piutang di Desa 
Watohari termasuk dalam kategori „urf khas. Seperti halnya kebiasaan 
halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang 
beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan 
ramadhan.  
Begitu pula dengan praktek bunga hutang piutang merupakan 
kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau 
wilayah tertentu, yaitu hanya dilakukan oleh masyarakat Desa 
Watohari.  
3. Ditinjau dari keabsahannya menurut syari‟at, „urf dibagi menjadi dua 
macam yaitu, urf shahih dan urf fasid. Konsepnya adalah apakah ia 
berjalan sesuai syariah atau tidak. 
a. Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh 
manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an ataupun 
sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka 
dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya 
bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-
wanita arab sebelum datangnya Islam atau seperti 
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menetapkan konsep haram oleh masyarakat arab untuk 
beribadah dan berdamai.
91
 
b. Urf fasid yaitu sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi 
bertentangan dengan dalil-dalil syara‟.92 Seperti praktek 
riba yang sudah ada dalam kalangan bangsa Arab sebelum 
datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.
93
 
Dan kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung 
atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak 
dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid 
yang diajarkan agama Islam.
94
 
Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi praktek hutang 
piutang pada dasarnya termasuk urf shahih, dimana dalam transaksi ini 
mengandung unsur tolong menolong terhadap orang yang 
membutuhkan. Yaitu pihak pemberi hutang (kreditur) menghutangi 
orang yang berhutang (debitur) dengan sejumlah uang sesuai dengan 
permintaan debitur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-
Maidah ayat 2 yaitu:  
                  
                    
“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah kamu tolong menolong tolong menolong dalam 
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berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. 
 
Selain hal tersebut, praktik hutang piutang yang dilakukan  
Masyarakat Desa Watohari ini ada batas waktunya dan apabila sudah 
jatuh tempo dan hutangnya belum lunas maka kreditur akan 
memberikan waktu sampai debitur sudah mampu melunasi hutangnya. 
dikatakan berakhir apabila debitur sudah melunasinya. 
Praktek bunga hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa 
Watohari ini bisa di katakan „urf fasid, yaitu urf yang bertentangan 
dengan hukum Islam. Karena jumlah nominal uang yang dipinjam tidak 
sama dengan jumlah nominal ketika melunasinya. Sehingga transaksi 
hutang piutang ini menyalahi pengertian dari hutang itu sendiri. 
Pengertian  dari qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang 
dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 
tanpa mengharapkan imbalan.
95
  Seperti firman Allah surat Al-Baqarah 
ayat 245 
                         
                
 
 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipAat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya 
lah kamu dikembalikan”.  
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Selain itu praktek hutang piutang di Desa Watohari ada 
kesepakatan antara kreditur dan debitur, bahwa pada saat pengembalian 
hutang harus ada tambahan atau jumlah nominal yang dipinjam tidak 
sama dengan jumlah nominal saat melunasinya.  
Praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Watohari akan 
lebih baik jika sejalan dengan ajaran Islam. Dengan begitu praktek 
hutang piutang ini tetap berlangsung tanpa adanya tambahan dalam 
pengembalian hutang.  
C. Analisis „Urf  Terhadap Tradisi Hutang Piutang 
Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa „urf  dapat dijadikan 
sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟, jika 
memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. „Urf  yang bersifat umum baik yang bersifat khusus dan umum 
maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan. Transaksi hutang 
piutang ini berlaku untuk umum bagi siapa saja yang 
membutuhkan.  
b. „Urf  telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya 
muncul. Tradisi hutang dengan penambahan (riba) merupakan 
tradisi yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sampai saat ini 
masih ada yang melakukan tradisi ini. Bahkan sudah menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat.  
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c. „Urf  tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 
dalam suatu transaksi. Tradisi bunga hutang piutang ini, debitur 
tetap menerima persyaratan yang ditentukan oleh kreditur.  
d. „Urf  tidak bertentangan dengan nash. Tradisi hutang dengan 
sistem penambahan tersebut bertentangan dengan dalil syara‟ 
dimana dalil tidak membolehkan hutang dengan mengambil 
manfaat, karena termasuk riba. Sedangkan transaksi hutang 
piutang ini dilakukan dengan mengambil manfaat dari 
penambahan uang pada saat melunasi hutang.  
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tradisi bunga  hutang 
piutang sudah memenuhi beberapa syarat yang dapat diterima sebagai 
salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 
hukum syara‟. Hutang dengan sistem bunga memenuhi ketentuan 
pertama, kedua dan ketiga. Tradisi ini berlaku umum bagi semua 
masyarakat Desa Watohari yang membutuhkan uang dengan cepat. 
Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama. Namun, tradisi ini 
bertentangan dengan nash.  
„Urf  yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya 
sejalan dengan nash, pada dasarnya urf fasid  tidak diakui 
keberadaannya dalam hukum dan di tolak. Namun, urf fasid dapat 
diakui jika termasuk darurat atau kebutuhan mereka. Namun jika tidak 
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termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka akadnya dihukumi 
batal dan urf  tidak diakui.
96
 
Hutang yang dilakukan masyarakat Desa Watohari merupakan 
kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya 
orang yang membutuhkan untuk membayar biaya pendidikan anak, ia 
harus berhutang uang dan  melunasi dengan jumlah yang berbeda atau 
dengan jumlah yang lebih dari yang dipinjamkan.  
Jadi kebiasaan transaksi hutang dengan sistem bunga yang 
dilakukan masyarakat Desa Watohari, tidak bisa dijadikan 
pertimbangan dalam menetapkan hukum syara‟. Transaksi hutang 
piutang ini termasuk urf fasid dan bukan termasuk keadaan darurat 
karena masih ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Transaksi lain yaitu transaksi sewa menyewa, tetapi 
jika menggunakan transaksi sewa menyewa waktu yang dibutuhkan 
untuk mencari orang yang mau melakukannya cukup lama.  
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi bunga 
hutang piutang di Desa Watohari termasuk „Urf  yang tidak bisa 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara‟. 
Kebiasaan ini termasuk dalam urf fasid. Namun apabila transaksi 
tersebut dirubah sesuai  dengan solusi yang dipaparkan maka 
kebiasaan ini bisa menjadi urf  yang bisa dijadikan sebagai 
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pertimbangan dalam menetapkan hukum syara‟. Karena pada dasarnya 
urf  bisa berubah seiring perkembangan zaman dan tempat. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
Persepsi masyarakat Desa Watohari bahwa praktik bunga hutang 
piutang ini boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Karena praktik hutang piutang ini sifatnya membantu. 
Walaupun praktik hutang piutang ini tambahannya mau mecapai 100% 
seperti meminjam 100 ribu dan pengembaliannya 200. Mereka tetap 
melakukannya karena ini cara yang cepat dan mudah untuk 
mendapatkan uang tanpa ada jaminan dan persyaratan yang 
memberatkan mereka.  
Praktik bunga hutang piutang yang terjadi di Desa Watohari ini 
bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadist. Karena praktik hutang 
piutang ini adanya unsur riba dimana kreditur mengambil manfaat 
yang banyak, praktik hutang piutang ini termasuk dalam riba qardh 
(riba dalam pinjaman), praktik bunga hutang piutang ini sudah menjadi 
kebiasaan atau tradisi (urf). Praktik bunga hutang piutang ini termasuk 
dalam urf fasid atau urf  yang bertentangan dengan hukum Islam. Urf 
fasid tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali benar-benar dalam keadaan 
darurat. Transaksi hutang piutang ini bisa dilakukan kalau benar-benar 
dalam keadaan darurat dan terpaksa.  
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B. Saran  
1. Sebagai  seorang  muslim,  dalam  bermuamalah  seharusnya  
menjadikan  norma  dan  aturan  yang  telah  digariskan oleh Islam 
sebagai pijakan utama. Maka bagi  kreditur  yang  memberikan  
jasa penghutangan  bersyarat  untuk  tidak  mengambil kelebihan 
terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang  sebagai  
pihak  yang membutuhkan  menjadi  tertindas.  Karena  tujuan 
disyariatkannya hutang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-
menolong dan meringankan beban orang lain. 
2. Dalam  hutang-piutang  bersyarat  sebaiknya  dilakukan  secara  
tertulis dan ada saksinya agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dan 
dapat dijadikan sebagai bukti. 
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